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BAlB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Teori Institusional 

 Teori Institusional dikemukakan oleh Scoot (2008) menjela lskan balhwa 

telori ini digunlakan untluk menjelaskan tlindakan danl pengambillan keputuslan 

dallam orgalnisasi pulblik. Telori Instituslional ( lInstitusionall Theory) latau telori 

kelembaglaan yaitu terbe lntuknya orlganisasi kalrelna adalnya teklanan lingkulngan 

institusiolnal ylang lmenlyebabkan ilnstitusionallisasi. Pemikliran yang mendalsari 

teolri ini lyaitu pemikilran bahwa ulntuk bertahan lhidup, suatu orgalnisasi harus 

mlampu meyaklinkan kepadla publik latau masyaralkat bahwa lorganisasi adallah 

suatu entitas lyang sah serllta layak untluk di dlukung (Ridha & Basuki, 2012)  

 Teori Instituslional telah munlcul dan menljadi terkenal dilgunakan slebagai 

penljelas yang lmenguatkan, baik untuk tindlakan – tinldakan individu mlaupun 

organlisasi yang dislebabkan oleh eksolgen, faktor eklsternal, faktorl sosial, fakltor 

ekslpetasi masyalrakat, dan faktor lingkungan.  l Teori instiltusional mendefinlisikan 

bahlwa orgaisasi lyang mengedepankaln legitimasi akaln memiliki keclenderungan 

unltuk berusaha lmenyesuaikaln diri pada harapaln eksternal maupun haraplan sosial 

dimlana organlisasi tersebult beradla (Fitrianto, 2015). 
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 Teorli institusiolnal ini memprlediksi bahwa lorganisasi akaln menljadi llebih 

selrupa dikarlenakan oleh ltekanan insltitusional, baik ldikarenlakan oleh adlanya 

koerlsif  (ketlika organilsasi terpalksa melakulkan adoplsi struktur latau atulran), 

norllmatif (ketikal orgaissi mengladopsi berbagail bentuk karenal tuntutan profelsional 

organisasi, sementalra itu senldiri mengakuli bahwa merleka superiolr), dan mimletik 

(ketikla organisasi mlengikuti atalu meniru organlisasi lainnyla, biasanya disebalbkan 

adanlya ketidlakpastian). Sedangkanl Isomorflisme koersif lmerupakanl belntuk 

teklanan eksterlnal, dimana suatlu organisasli ada dalam tekalnan yang 

melngharuskan untulk patuh palda aturan unltuk mencaplai tuljuan.  

 Teori institusional relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena suatu 

organisasi (instansi) yang mempunyai aturan (kebijakan) yang diperuntukan untuk 

masyarakat terutama wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak. Selain itu, teori institusional juga memiliki beberapa faktor yang 

mendukung suatu kebijakan sehingga mampu meyakinkan publik atau masyarakat 

dalam memenuhi kewajibannya. Faktor – faktor tersebut diantaranya yaitu, faktor 

eksternal, faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor ekspetasi masyarakat. 

Suatu organisasi atau institusi diharuskan membuat sebuah kebijakan 

dimana mengharuskan masyarakat atau publik patuh pada kebijakan yang telah 

dibuat guna untuk mencapai  tujuan. Faktor – faktor yang ada pada teori 

institusional mengharuskan suatu organisasi atau instansi mempunyai sebuah 

kebijakan yang sesuai dengan lingkungan serta ekspetasi masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mampu menerima dan mengikuti kebijakan dengan baik. Teori 

Institusional berhubungan dengan variabel independent yaitu Pendapatan Asli 
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Daerah. Pendapatan Asli Daerah mempunyai kebijakan – kebijakan diatur oleh 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendap latan Asli 

Dlaerah terldiri dari pendlapatan pajak ldaerah, pendapatan retriblusi dalerah, 

pendlapatan lain – lailn. Kebijakan yanlg ada di pendapatan asli daerah dibuat serta 

disesuaikan dengan lingkungan dan ekspetasi masyarakat. Sehingga masyarakat 

dapat patuh dan menerima kebijakan yang telah dibuat.   

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Pendlapatan Aslli Daerlah (PAD) 

a. Definlisi Pendaplatan Asli Dlaerah (PAlD) 

Pendalpatan Aslli Daerah (PAlD) merupakan plendapataln daerahl yang 

bersulmber dari hlasil pajak daerahl, hasil retriblusi daerah, lhasil penlgelolaan 

kekalyaan daerah yanlg dipisalhkan, daln lailn – llain pendapataln aslli daeralh ylang 

slah, yalng bertujulan untulk memberlikan klelulusan lpada daerah ldalam mlenggali 

pendanalan dalam pellaksanaan lotonomi daerah lsebagai perlwujudan aslas 

desenztralisasi.  

b. Sumber Pendaplatan Asli lDalerah (PAD)  

Menurlut UU No. 3l3 Tahunl 2004, Pendaplatan Asli Dalerah blersumber dari : 

1. Pajlak Dalerah 

2. Retrilbusi Dlaerah 

3. Halsil penglelolaan kekayalan daerah ylang dipisahlkan 

4. Lailn – lainl Pendapataln Asli Daeralh yang lsah  
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2.2.2. Pajak 

a. Definisi Pajak  

Pajlak merupakanl iuran yangl dibayarkan olelh rakyat kepadla negara ylang 

lmasuk dalaml kas negara yang lmelaksanalkan pada Undangl – Undangl serta 

pelaksanalannya dapat dipaklsakan tanpa ladanya ballas jasla (Mardiasmo, 2016). 

Melnurut UUl No. 16 Tahuln 2009, lpajak adalah klontribusi wajlib kepada nelgara 

terultang oleh oralng pribadi atalu badan yang lbersifat melmaksa berdasalrkan 

Unldang – Undlang, denglan tidak melndapatkan imblalan secara llangsung dlan 

digulnakan untulk keperlualn negara bagi selbesar – besalrnya kemlakmuran rakylat.   

b. Fungsi Paljak  

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara Indonesia. 

1. Fungsi Anggaran 

Fungsi pajak  sebagai anggaran, artinlya pajak lmerupakan sallah satul sumlber 

dari pemerimaan pemerintlah yang memasukkan yang sebanlyak – banylaknya 

ke lkas nelgara, dengaln tujuan membialyai pengelluaran – pelngeluaran nlegara 

2. Funlgsi Melngatur 

Fungsi pajalk seblagai menlgatur, artinya plajak digulnakan sebalgai alat ulntuk 

melngatur masyalrakat baik dibildang ekolnomi, sosial lmaupun poliltik denlgan 

tujualn tertenltu.  

3. Fungsi Retribusi Pendapatan 

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.  
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4. Fungsi Keseimbangan  

Dalam fungsi keseimbangan, pemerintah mendapat dana dari pemungutan 

pajak yang dapat mengontrol terjadinya inflasi dengan kebijakan yang telah 

pemerintah buat yang berhubungan dengan stabilitas negara.  

2.2.3. Pajlak Daerlah 

a. Definisi Paljak Daelrah 

Pajlak ldaerah melrupakan punglutan dari lmasyarakat luntuk negalra 

berdaslarkan Undang –l Undang yanlg bersifat dapalt dipaksakan dan terlhutang 

dlan wajib lmembayarmyal dengan tlidak mendalpat prestasi (lbalas jasa) seclara 

langsulng, yang hasil lnya digunaklan untuk mebliayai pengelualran negara dallam 

penyellenggaraan pemlerintahan dan lpembanlgunan (Sabil, 2017) 

b. Jenlis – Jelnis Pajlak Daerlah 

Berdasalrkan Undangl – Undang Nolmor 1 Tahun 2l022 tentlang Hubunglan 

keuanlgan antalra pemerintalh pusat dan ldaerah, terdapat 16 jenis plajak daerah 

yalng menjadi kewenangan pemerintah daera lh, yalng terldiri dalri tujuh jenis 

paljak yalng pemungutannya termasuk kewenangan pemerintah provinsi dan 

sembilan jenis yang pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah 

kabupaten / kota diantaranya sebagai berikut: 

1. Pajak provinsi 

Pajlak Kendlaraan Blermotor (PKB), Bea Ballik Namal Kendaraan lBermoltor 

(BBNKB), Paljak Alat lBerat (PAB), Pajak Bahlan Bakar Kendarlaan Bermlotor 

(PBBKB), Paljak Air Permukalan (PAP), Pajalk rokokl, dan Opsen Pajak 

lMineral Buklan Logalm dan Batluan (MBLB). 
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2. Pajalk kabuplaten / kota : Pajlak Bumi dlan Bangunan Perdlesaan dan Plerkotaan 

(PBB-P2), Bela Perolehan Hlak atas Talnah dan Banglunan (BPHTB), Paj lak 

Baranlg dan Jalsa Tertelntu (PBJT), Pajakl rekllame.  

2.2.4. Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) 

a. Definisi Paljak Kendarlaan Bermlotor (PKB) 

Pajlak Kendarlaan Bermotor (PlKB) menurlut UU N0. 28 lTahun 2009 

adlalah pajalk atas kepemillikan dan l/ atau penguasaan lkendaraan berlmotor. 

Kenldaraan bermotolr adalah selmua kendalraan beroda beselrta gandenglannya yang 

dligunakan disemlua jenis jallan darat, dan digelrakkan oleh pleralatan teknik lberupa 

motlor atau lperalatan lainnyla yang berfulngsi untuk menglubah suatu sumlber daya 

enelrgi tertlentu menjadil tenaga geralk kendaraan belrmotor yang bersalngkutan, 

telrmasuk alalt – alat berat daln alat – alat besalr yang dalaml operasinya 

mlenggunakan lroda dlan motolr serta tidlak melekat lsecara permalnen. 

b.  Objek Pajak Kendalraan Berlmotor (PKB) 

Objelk Pajak Klendaraanl Bermotor menurult Undang –l Undang Nomlor 28 

Tahlun 2008 adallah kepemiliklan dan / atlau pengesuaaln kendaraan lbermotor. 

Termalsuk dalam plengertian Kendarlaan Bermotor lsebagaimana yanlg dimalksud 

palda UU No. 2l8 Tahun 200l9 ayat 1 adallah kendaraaln bermotor bleroda besertal 

ganldengannya, yang ldioperasikan ldi semua jenlis jalan darlat dan kendalraan 

bermlotor yang diolperasikan dil air dengan ukurlan isi kotor GlT 5 ( Lima lGross 

Tonlnage) sampai dlengan GTl 7 (Tujuh lGross Tonnlage).  

 

 



18 
 

 
 

c. Subjek Pajlak Kendarlaan Bermlotor  

Subjlek Pajak lKendaraan Bermlotor menurlut Undang – Unldang Nomor 2l8 

Tahlun l2009 lyaitu : 

1. Olrang pribaldi atau badanl yang memilliki dan / altau menguasai klendaraan 

bermoltor 

2. Wajlib pajak klendaraan bermlotor adalah lorang pribadi atlau badan lyang 

memilikli kendalraan bermotlor 

3. Dalalm hal lwajib pajalk badan, kewajliban perpajlakannya diwlakili olelh 

pengulrus ataul kuasa badaln terselbut. 

d. Dasar Pengenaan Pajalk Kendlaraan Bermlotor  

Daslar Penglenaan Pajak Kenldaraan Berlmotor menurult Undang – lUndang 

Nolmor 28 Tlahun 2009 ylaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif  tingkat kerusakan jalan dan / atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.  

e. Tarif  Pajak Kendaraan Bermotor 

Tarif yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 

2015: 

1. 1l,5% (satu lkoma limla persen) untuk kelpemilikan pertlama kendaraan 

belrmotor pribadli dan bladan 

2. 1l,0% (satlu koma nol pelrsen) untuk kendarlaan bermotor angllutan umlu 
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3. 0l,5% (nol kolma lima persen) luntuk kendaraaln bermotor ambullans, pemadalm 

kebaklaran, sosial lkeagamaan, lembalga sosial dan kleagamaan,  insltansi 

pemerlintah 

4. 0l,2% (nol lkoma dual persen) untukl kendaraan bermlotor alat – allat berat dlan 

allat – alatl beslar. 

2.2.5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

a. Definisi Bela Balik Namla Kendaraaln Bermlotor (BBNKB) 

Bela Balik Nalma Kendaraan Berlmotor (BBNlKB) menurult Pergub J lawa 

Tengalh Nomor 33 Talhun 2019 adlalah pajalk atals penyerlahan halk mlilik 

kenldaraanl bermotorl sebalgai akiblatl perjanjian dllua pihak atlau plerbualtanl 

seplihak ataul lkeadaan ylanlg terjadi klarenal jual lbeli, tuklar menukalr, hibahl, 

walrisanl, altau pemalsuklan ke dalallm badaln usahla.  

a. Objekl Bea Ballik Nama lKendaraan Blermotor (lBBNlKB) 

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang – undang 

Nomor 28 Tahun 2009 yaitu : 

1. Penyerlahan kepemillikan kendalraan belrmotor 

2. Termalsuk dalam lpengertian kendalraan bermoltor sebagaimlana ylang   

dimalksud adalahl kendaraan berlmotor beroda beslerta gandengalnnya, yang 

ldioperasikaln disemula jenis jalaln darat dan klendaraan bermlotor yanlg 

diopelrasikan dil air dengan ukulran isi kotolr GT 5 ( Liilma Gross Tolnnage) 

samlpai denganl GT 7 (Tujuhl Gross Tolnnage).  

b. Subjek Pajak Bea Blalik Namal Kendaraanl Bermotolr (BBNKlB) 
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Subjek Pajak Bela Balik Namal Kendaraan Belrmotor menulrut Undangl – 

undang Nlomor 28 Tahlun 2009 yaitu: 

1. Wajib pajlak Bea Ballik Namla Kendaraan Belrmotor (BBlNKB) adalalh 

orang pribadli atau badan lyang dapat menlerima penyerahlan kendaraan 

blermotor. 

c. lDasar Pengenlaan Pajak Blea Balik Namla Kendaraan Bermotlor (BBlNKB). 

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan 

bahwa pengelnaan Pajakl Bea Balik lNama Kendarlaan Berlmotor ylaitu : 

1. Nillai Jual Kelndaraan Bermlotor (NJ lKB) yang sudah ditetapkan pada Harga 

Pasaran Umum (HPU) 

2. Bolbot yang mlencermlinkan secarla relatif tlingkat kelrusakan ljalan daln / atau 

lpencemarlan lingkunlgan akibalt penggunaan klendaraan lberlmotor.  

d. Tarif  Beal Balilk Nama Klendaraan lBermlotor (BBNKB) 

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan 

bahwa tarif  BBNKB yaitu : 

1. Pengenaan BBNKB pada angklutan umulm untuk oralng pribadi lditetalpkan 

palilng tinggi sebeslar 30% ( tiga pluluh perseln) dari dasar pengenlaan 

BBlNKB  

2. Pengelnaan BBNKlB pada anlgkutan umum lbarang ditetlapkan paling tinggi 

sebesar 60l% (enam pululh persen) dalri dasar pelngelnaan BBNKB  

3. Penlgenaan BBNKlB pada kendaralan bermoltor listrik berbasis baterai ulntuk 

orang pribadi atlau barang lditetapkan lpaling tinglgi selbesar 10% ( sepuluh 

perseln) dari dalsar penglenaan BBNKB 
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4. Pengelnaan BBNlKB pada ambulans, pemadam kebakaran, pelayanan 

kebersihan milik pemerintah pusat, TNI, kepolisian Negara Republik 

Indonesia daln pemerlintah daerah lditetapkan slebesar 0% (nlol perseln). 

2.2.6. Paljak Ailr dan Permlukaan (PAP) 

a. Definisi Pajalk Ailr Permulkaan 

Paljak Air lPermukaan (PAlP) yaitu paljak yang dipulngut oleh pelmerintah 

daeralh provinsi tlerhadap pengalmbilan dan / latau pemanfalatan air plermukaan 

(Ayza, 2017). Dallam Unldang - Undangl Nomorl 28 Tahun l20l09 Pajlak lAir 

Perlmukaan (PAPl) adalah pajak atasl pegamblilan dan / atau lpemanfaataln air 

permulkaan. Air permukalan adalah semlua air yang telrdapat pada perlmukaan 

tanalh, tidak termlasuk air lalut, baik yang beradla di laut mauplun di ldarat.  

b. Obljek Pajak Alir Permlukaan (PAP) 

Objek Pajalk Air Permlukaan menulrut Undang – Unldang Nomor 2l8 Talhun 

20l09 yaitu penlgambilan dan l/ atau pemanlfaatan air tanlah. Terdapat 

pengecualian objekl Pajak Air lPermukaan ldiantaranya yaitu : 

1. Pelngambilan ldan / atau plelmanfaataln air permukalan untuk kelperluan dasarl 

rulmah tanggal, pengairan lpertanian dan plerikanan rakyat, l dengan tletap 

memleperhatikan kellestarian lingklungan dan peraturlan perundlang – 

undanlgan 

2. Penglambilan dan / altau pemanfaataln air permukaaln lainnya yalng ditetalpkan 

dalalm Perlaturan Dalerah  

c. Slubjek Plajak Alir Permukaan (PAP)  
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Subjek Pajak lAir Permuklaan menurut Ulndang – Undalng No 28 Tlahun 

l2009 yailtu orangl pribadi atau lbadan yangl dapat melaklukan pengambillan dan l/ 

atau pemanfaatlan alir permulkaan. 

d. Dlasar Pelngenaan Plajak Air Permlukaan (PAP) 

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak 

air permukaan adalah dari Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Nilai 

perolehan air permukaan dinyatalkan dalalm rupiah yanlg dihitungl dengan 

mempertlimbangkan sebaglian atau selurulh faktor – fakltor belrikut: 

1. Jenlis sumber air pelrmukaan  

2. Lokalsi sumber airl permuklaan 

3. Tujuanl pengambilan dlan / atau pemanfalatan air permukaan 

4. Volumle air permuklaan yang dliambil dan / atau dilmanfaatkan 

5. Kualllitas air pelrmukaan 

6. Luas larea tempat lpengambilan dlan / atau pemanfalatan air permulkaan 

7. Mulsim pengamlbilan dan / atau pemalnfaatan air perlmukaan  

8. Tinglkat kerusalkan lingkungan yalng diakibatkan loleh pengamlbilan daln / atau 

pemanfalatan air permulkaan  

e. Talrif  Pajlak Air Pelrmukaan (PAP) 

Tarlif Pajak Alir Permuklaan ditetapkan dalam lUU No. 28 Talhun 2009 palling 

tinlggi sebeslar 10% (selpuluh perlsen). 

2.3. Tinjauan Penellitian Terdahulu 

Penelitialn terdahulu mlenjadi salalh satu acuan dalalm melakukaln peneliltian 

guna memperlkuat teori ya lng digunaklan dalam plenelitian lyang akan dlilakukan. 
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Didalam tinjauan plenelitian terldahulu menjelaskan terkait dlengan penglaruh Pajak 

lKendarlaan Bermotor (PlKB), Bea Blalik Nama Kenldaraan Bermlotor ( BBNKB), 

Paljak Air Permlukaan (PAlP) terhadap Penldapatan Asli ldaerah (PAlD) yangl 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut penel litian terdlahulu yang ldigunakan 

sebalgai referlensi peneliltian ini :  

Tablel 2 1 Pelnelitian Terdalhulu 

NO 
NAMA dan TAHUN 

PENELIlTIAN VARIABEL 
HAlSIL 

PENElLITIAN 

1 Saputra & Putri (2019) X1  = PlKB 

X2 = BBNKB 
Y = PlAD 

X1 = PKB 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap PAD 

X2 = BBNKB 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap PAD 

 

 

2 
 
Nugrahawati (2019) X1  = Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

X2 = Bea Balik 

Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

Y = Pendapatan 
Aslli Daerah  

X1 = PKB tidak 

berpengaruh 

terhadap PAD 

X2 = BBNKB 

tidak 

berpengaruh 

terhadap PAD 

3 Savitri & Anggraeni 

(2021) 

X1  = Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 
X2 = Blea Balik 

Nama 

Kendaraan 

Y = Pendapatan 

Asli Daerah 

X1=PlKB 

berpengaruh 

positif 

signifikan 
terhadap lPAD 

X2 = BBNKB 

berpengaruh 

positif 

signifikan 
terhadap PAlD 
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4 Pontoh, Irene F ( 2020) X1  = Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

X2 = Bea Balik 

Nama 

Kendaraan 
Y l= Pendapatan 

Asli Daerah 

Penerimaan 
PKB danl 

BBNKB 

berpengaruh 

positif terhadap 
pendapatan lasli 

daerah                                                                                                                              

5 Putri & Zahra (2020) X1  = Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

X2 = Bea Balik 
Namal 

Kendaraan 

Y = Pendapatan 

Asli Daerah 

Pengaruh Pajak 

Kendaraan 
Bermotor danl 

Bea Balik 
lNama 

Kendaraan 

Bermotor 

mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah  

6 A A Nurfahmi  (2018) X1  = Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

X2 = Bea Balik 

Nama 

Kendaraan 
Yl= Pendapatan 

Asli Daerah 

X1 = PKB  

berpengaruh 

positif 

signifikan 
terlhadap PlAD 

X2 = BBNKB 

tidak 

berpengaruh 

signifiikan 

terhadap PAD 

7 Widya (2020) X1  = Paljak 

Kendaraan 

Bermotor 

X2 = Bea Balik 

Nama 

Kendaraan 

Bermotor 
X3 = Pajak Ailr 

Permukaan 

Y = Pendapatan 

Asli Daerah 

X1 = PlKB tidak 

berpengaruh 

terhadap PAD 

X2 = BBNKB 

tidak 

berpengaruh 

terhadap PAD 

X3 = PAP tidak 

berpengaruh 

terhadap PAD 

8 Nurul Aliah et al (2019) X1  = PKlB 

X2 = BBlNKB 

Y = PAD 

Dalam 

penelitian ini 

Pajak 
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Kendaraan 

Bermotor dan 
Bea Balikl 

Nama 

Kendaraan 

Bermotor 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

9 Ferdiansyah (2020) X1  = Paljak 

Kendaraan 

Bermotor 

X2 = Bea Balik 

Nama 

Kendaraan 
Bermlotor 

Y = Pendapatan 
Asli Dlaerah 

Paljak 

Kendaraan 

Bermotor, Bea 

Balik Nama 
lKendaraan 

Bermotor, 
berlpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 
Plendapatanl 

Asli Daerah  

10 Delima (2022) X1  = Pajak Air 

Permukaan 

Y = Pendapatan 

Asli Daerah 

Dalam 

penelitian ini 

Pajak Air 

Permukaan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

  

 

Dalri tabel pelnelitian terdlahulu tentang plendapatan aslil daerah ldapat 

dijadiklan referensi ldalam penelitianl ini yaitu penlelitian dari lSavitri & Anglgraeni 

(2021) mlenggunakan varliabel Pajalk Kendaraanl Bermotor, Bea Balilk Nalma 

lKendaraan Bermlotor, sedangkan plada penelitianl Delima (2022) l menggulnakan 
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varialbel Pajak Airl Permukaanl. Perbedaan dlalam penelitian ilni menggabungkaln 

ketilga variabel indepelndent Pajak Kelndaraan Bermlotor, Bea Ballik Nama 

Kendaralan Bermotor, daln Pajak Air Perlmukaan. Slelain itu perbledaan dari 

penelitialn sebelulmnya yaitu padla objek pelnelitian. Objekl penelitilan ini 

dilaklsanakan di selluruh Unit Penlgelola Pendapaltan Daerah Provlinsi Jawa lTengah 

padal tahuln 2019 – 2021.  

2.4. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penellitian inil digunakaln unltuk 

mempermludah jalaln pemikiranl terhadap lmasalalh yanlg sedang dilbahas. Pada 

peneliltian ini kerangka pemikiran berisi pengaruh dari variabel independent 

terhadap variabel dependent. Variabel independent pada penel litian inli yaitu Paljak 

Kelndaraan Blermotor (PKB) l, Bea Balik Nlama Kendaraaln Bermlotor (BBNKB), 

Pajalk Air Pelrmukaan (lPAP), sedangkaln variabel dependentl pada penlelitian ini 

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan landasan teori dan landasan 

pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dan hipotesis pada peneelitian ini 

adlalah: 
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2.5. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2017), menjelaskan bahwa hipotesis adalah 

sebuah jawalban sementlara terhadalp rumusan masalalh penelitian, ldimana 

rumlusan masalahl penelitialn telah dinyatakan dlalam bentuk kallimat pertanyaaln. 

Berdaslarklan rumusan masalah yang telah ldikaitkan dengaln teori – teorli maka 

hipotlesis dalaml penelitian ini dlapat dijabarkan seblagai berikult : 

2.5.1. Penlgaruh Pajak Kend laraan Bermotlor (PKB) terhaldap Pendapatlan 

 Alsli Dlaerah (PAD) 

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomlor. 28 Talhun 

l2009 adallah pajak latas kepemiliklan dan / atau lpenguasaan kenldaraan bermlotor. 

Kelndaraan bermotor ladalah semua kelndaraan berodla beserta gandenglannya yalng 

digunakanl disemua ljenis jalan daralt, dan digerakkaln oleh peralatan teknik l berlupa 

moltor atau perlalatan lain lnya yang berfungsi untulk mengubah sualtu sumber ldaya 

enerlgi tertentul menjadi tlenaga gerak kendarlaan bermotorl yang bersanlgkutan, 

termasluk alat – alat lberat dan alat – allat besar yang dalalm operasinya 

mlenggunalkan rolda dan motorl serta tildak melekat secaral permanen. Padla 

dasarnya sesleorang yalng memliliki pendlidikan alkan sadar dan platuh terhladap hak 

danl kewajibannlya talnpa dipakslakan danl diancam olelh sanksi lataupunl hukumanl. 

Sehubungan dengan pengaruh Paljak Kendarlaan Bermotlor terhadap plenerimaan 

plendapatan aslli daeralh, sudah seharusnya wajib pajak menaati aturan dalam 

membayar pajak bermotornya secara tepat. Penelitian yang dilakukan  (Putri & 

Zahra, 2020) menyatlakan bahlwa Pajalk Kendaralan Bermotor blerpengaruh positif 

signlifikan terhadapl Pendaplatan Aslli Daeralh. Peneliltian yang dilalkukan (Pontoh 
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Irene F, 2020) menyatakan bahwa lPajak Kendalraan Bermotlor berpengaruh plositif 

terhadap Plendapatan Asli Dlaerah.  

Pajlak Kendaralan Bermotor blerpengaruh polsitif signifiklan terhladap 

Plendapatan Asli lDaerah, hal ini relevan dengan teori institusional. Pada teori 

institusional menyatakan bahwa kebijakan instansi / organisasi disesuaikan 

dengan kondisi, lingkungan masyrakat. Oleh karena itu pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor menjadi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Atas dasar hasil dari penelitian dan rasionalisasi teori tesebut maka dapat 

disusun hipotelsis sebalgai blerikut: 

H1 : Paljak Klendaraan Belrmotor berpelngaruh plositif terhadalp Pendalpatan 

Aslli Dalerah  

2.5.2. Penglaruh Bea Blalik Namla Kendaralan Bermotorl Terlhadap 

 lPendapatanl Asli Dalerah  

Beal Ballik Nama lKendaraan lBermotor (lBBNKB) menurut Pergub Jalwa 

Tenglah Nolmor 33 Talhun 2019 adallah plajak atasl penyerahan hak lmilik kenldaraan 

bermoltor sebagai alkibat perjanjianl dua pihak ataul perbuatan selpihak atau 

lkeadaan yanlg terjadi klarena jual beli, tuklar menuklar, hibah, warisan, atalu 

pemasuklan kle dalaml badan ulsaha. Kemlauan wajib paljak dalam membayar biaya 

bela balilk namla kendaraanya salah satu bentuk kontribusi terhadap peningkatan 

penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan (A A 

Nurfahmi,2018) menyataklan bahwa Bela Balik Nalma Kendaraan lBermotor 

berplengaruh polsitif signilfikan terhadalp Pendapaltan Asli Daeralh. Penelitianl yang 
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dlilakukan (Saputra&Putri, 2019) menyatakan bahwa Bela Balik Namla Kendaraaln 

Bermotor berpengaruh positlif terhadap Pelndapatan lAsli Dalerah.  

lBea Balilk Nama Kenldaraan Berlmotor berpenglaruh positif siglnifikan 

terlhadap Pendalpatan Asli Dlaerah, hal ini relevan dengan teori institusional. Pada 

teori institusional menyatakan bahwa kebijakan instansi / organisasi disesuaikan 

dengan kondisi, lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembayaran pada Bela 

Balik lNama Kendlaraan Bermlotor berlpengaruh positif terhladap Pendaplatan Alsli 

Daerlah. Atas dasar halsil dari pelnelitian dan rasionalisasi teori tesebut maka dapat 

disusun hipotlesis sebalgai beriklut: 

H2 : Blea Balik Namla Kendarlaan Bermotor lberpengarluh positif Telrhadap 

Pendapatlan Asli dalerah 

2.5.3. Penglaruh Pajak Ailr Permukaaln Terhadap Pend lapatan Aslli Dalerah  

Pajalk Air Permulkaan (PAP) ylaitu pajak yang ldipungut olleh pemerlintah 

daerah provinsi terhadap plengambilan dan / atalu pemanfaatlan air perlmukaan 

(Ayza, 2017). Dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Paljak Alir 

Permlukaan (PAP) adallah pajak atasl pengambilaln dan/ atau pemalnfaatan lair 

permlukaan. Air perlmukaan adalah lsemua air yalng terdapat padla permukaan 

talnah, tidak ltermasuk alir laut, baik yanlg berada di llaut maupun dil darat. l Wajib 

Pajalk untluk pajlak air pelrmukaan merupakan bentuk kepedulian terhadap air 

permukaan yang terdapat di Jawa Tengah. Tetapi banyak wajib pajak yang kurang 

sadar dalam kontribusi membayar pajak air permukaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Delima, (2022) menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan berpengalruh positlif 

signiflikan terhaldap Pendlapatan Asli Daerah.  
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Plajak Alir Permukaan lberpengaruh positif signifikaln terhaldap Pendaplatan 

Aslli Daerlah, hal ini relevan dengan teori institusional. Pada teori institusional 

menyatakan bahwa kebijakan instansi / organisasi disesuaikan dengan kondisi, 

lingkungan masyrakat. Oleh karena itu pembayaran Paj lak Airl Perlmukaan 

berpengalruh positif terhadlap Penldapatan Aslli Daerlah. Atas dasar hasil dalri 

penelitilan dan rasionalisasi teori tesebut makla dapat dlisusun hiplotesis selbagai 

belrikut: 

H3 :  Air Permukaan (PAP) berpengaru lh positif  lTerhadap Pendlapatan Alsli 

Daerlah 

2.5.4. Pengaruh Pajalk Kendaraan lBermotolr, Bea Balik Namla Kendaraaln 

Belrmotor, Pajak Ailr Permukaan Telrhadap Pendlapatan Alsli Daelrah  

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut UU N0. 2 l8 Tahuln 2009 adallah 

plajak atas kepelmilikan dan / latau penguasaan lkendaraan bermoltor. Kendarlaan 

belrmotor adalah lsemua kendaraanl beroda besertal gandenganlnya yang digulnakan 

diselmua jenis jallan darat, dan digeraklkan oleh perallatan teknik berulpa motor atlau 

perallatan lainnyal yang berfunlgsi untuk menglubah suatu sulmber dayal energi 

terltentu menjadli tenaga gerak kendalraan bermotlor yang bersanlgkutan, termlasuk 

allat – alat berlat dan alat – alatl besar yang dalam loperasinya mlenggunakan rolda 

dlan mlotor serta tidakl melekat secalra permanlen. 

Bea Balik Nama Kendalraan Belrmotor (BBNKB) menurut Pergub Jawa 

Tengah Nomor 33 Tahun 2019 adallah pajak atasl penyerahan lhak milik klendaraan 

bermlotor sebagai akilbat perjanjialn dua pihak atlau perbuatan sepilhak atau 

keladaan yangl terjadi karelna jual belil, tukar menlukar, hibah, wlarisan, atau 
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plemasukan lke dalalm badan usaha. l Kemauan wlajib pajak dalalm membayar bliaya 

bea blalik nalma kendaraanya salah satu bentuk kontribusi terhada lp pelningkatan 

penerimaan pendaplatan alsli dalerah.  

Pajalk Air Permukaan (PAP) yaitu pajak yalng dipunlgut oleh pelmerintah 

daerah provinsi terhadap pengamlbilan dan / latau pemanfaaltan air permulkaan 

(Ayza, 2017). Dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Paljak Alir 

Permulkaan (PAlP) adalah lpajak atas pelgambilan dan l/ atau pemlanfaatanl air 

permulkaan. Air permlukaan adallah semua ailr yang terdapalt pada permukalan 

tanahl, tidalk termasukl air laut, blaik yang berlada di laut mlaupun ldi darat. Waji lb 

Pajalk untuk pajak ailr permlukaan merupakan bentuk kepedulian terhadap air 

permukaan yang terdapat di Jawa Tengah. Tetapi banylak wajib plajak ylang kurang 

sadar dalalm kontribusi memlbayar paljak air permukaan.  

Ketiga Pajak Daerah merupakan pajak yang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Pajalk Kendaralan Bermoltor, Bea Balik Nalma Kendarlaan Bermoltor, 

Pajakl Air Permuklaan Berpengalruh simultan terhadap Pend lapatan 

Alsli Daelrah  

 


